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Menimbang : a.

Mengingat . 1.

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 07 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA

bahwa dalam rangka menggali dan meninakaikan opotensi-dDotenst bpenaapatan asi
daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundgang-unaangan vana belaku vakni
Undana-Undana Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daeran aan xetribusi Uaeran,

panwa peraasarkan perimpanaan sepagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang
periu dipentuk urganisast aan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota
Palangka Raya;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

unagana-ungana iNomor 5 Tanun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka
Kava (Lembaran Neaara Rebublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan
remparan Negara Republik Indonesia Nomor 2753):

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 temtana Pembentukan Heraturan rerunagana-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1anun zuu4 Nomor 53, 1ampanan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undana-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 125, fampanan temparan negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana teian aiuban aengan unaandg-unaand
Nomer 12 Tahun 2008 tentanc Perubahan neaua Atas uncang-unaang NOmMor 32
fanun Zuu4 entana Femernntanan wvaeran (Lemoaran Negara Republik Indonesia

ranun 2008 Nomor 5Y. rampanan Lemparan Negara Republik Indonesia Nomor
4844):

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
remerinian rusat dan Femerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tanun 2004 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
9 113}, |

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentana Paiak Daeran aan Ketribusi Daeran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia ianun 2005 Nomor 140. i'ambahan i.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 45/ 8):

Peraturan Pemerintah Nomor sx Tanhun Z007 itentang Fembagian uUrusan
remennianan Antara rPemernntan. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
vaeran rapupaten/nota (Lemparan Neaara Republik indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



9 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Neaara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Neqgara Kepupiik inaonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor U8 Tahun 2008 tentana urusarn

______

(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Palangka Raya Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

dan
WALIKOTA PALANGKA RAYA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG ORGANISASI DAN

TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

am@am Feraturan waeran inl vana aimaksua aengan :
. paeran Utonom. seianiutnva disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai

o

patas-patas wihayan yang bperwenang menaatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa senairi beraasarkan aspirasi masvarakat aaiam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia:

Femerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah;

Walikota adalah Walikota Palanaka Rava:

Dewan Perwakilan Rakyat Daeran vana seianiuinva qiseput UKD agalan Lempaqa Ferwakian
Rakyat Daerah sebagai unsur penveienggara pemerintanan gaeran:;

feranakal iJaeran adaian oraanisasi atau lembaga pada Pemerintah Dearah yang terdiri atas
Sekretariat Daerah. Sekretariat DPRD. Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota
Palangka Raya;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya

Keliompok Javbatan tunasional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas
Knusus sesuai aengan Keahiian dan kebutuhan:;

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya aisebut UF | D adalah unsur pelaksana tugas teknis
pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya;

BAB I
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota
Palangka Raya; '
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BAB 1l
KEDUDUKAN
Pasal 3

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya adalah unsur peiaksana teKnis rFemernntan Kota
Palangka Raya dibidang pendapatan daerah yang dipimpin oieh seorang Kepaia winas yang beraaa
dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Palangka Raya melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tuaas pembantuan dibidana pendapatan atau
penerimaan daerah secara terpadu bersama instansi teknis terkait sesual aenaan Kereniuan aan
peraturan perundang-undangan yang beriaku.

Pasal 6
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut dalam pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan dan pengawasan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi
daerah;

b. Penetapan besarnva paiak daerah dan retribusi daerah;
Feiaksanaan penerimaan paiak daerah. retribusi daerah serta pendapatan daerah lain-fain;

a. renyelenggaraan pembinaan administrasi pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan
penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lain-lain;

e. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

0

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;

b. Kelompok Jabatan Fungsional;
c. Sekretariat, terdiri dan :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2) Sub Bagian Keuangan

3) Sub Bagian Perencanaan

d. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, terdiri dari :
1) Seksi Pendaftaran;

2) Seksi Pendataan;
3) Seksi Penetapan;

e. Bidang Penagihan, Penerimaan dan Pengajuan Keberatan, terdiri dari :
1) Seksi Penagihan;
2) Seksi Penerimaan;
3) Seksi Pengajuan Keberatan;
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Bidana Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain, terdiri dari :

1) Seksi Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah;
2) Seksi Dana Perimbangan dan Lain-Lain:

3) Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat Berharaa:

g. Bidang Akuntansi dan Evaluasi, terdiri dar :

1) Seksi Pembukuan;
2) Seksi Pelaporan;
3) Seksi Monitoring dan Evaluasi;

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

BAB Vi

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan
bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, terdiri dari sejumlah tenaga

dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya;

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud avat (1) dipimpin oleh seorana tenaaa funasional vana
senior yang ditunjuk oleh Walikota Palanaka Rava atas usui Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas:

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB Vil
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 9

(1) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis
operasional Dinas:

(2} Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung
lawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas;

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk setelah memenuhi persvaratan sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

(4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang beriaku.



BAB Vil

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 10

(1) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palanaka Rava adalah sebagaimana

(2)

tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini;

Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
TATA KERJA
Pasal 11

Setiap Pimpinan unit oraanisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontai baik dalam lingkungan
Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok

masing-masing.

(1)

(2)

Pasal 12

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang gerada dibawah dan bertanaauna iawab kepada Kepala Dinas:

Sub Bagian dan Seksi dipimpin olen seorana Kepaia Sup badian gan atau Kepaia Seksi vana

berada dibawah dan bertanggung jawap Kepaaa Kepaia uvinas meiaiul Sekretaris atau Kepaia
Bidang.

Pasal 13

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugas, maka Kepala Dinas dapat menunjuk

Sekretaris atau seorang Kepala Bidang untuk mewakili dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar
Urut Kepangkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

(1)

(2)

(4)

(1)

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka
Rava bertanaaunc ijawak memimpin danr menaoordinasikan. memberikan petunjuk-petunjuk
penaendaiian aan pengawasan galam pelaksanaan ugas kepada pawahannya masing-masing;

Setap pimpinan sarwuan organisasl gaiam unakunaan wuinas Pendapatan Daerah Kota Palangka

Raya wajib mengtkuti dan mematuhi petunjuk dan bertanaquna iawap kKepada atasan masing-
masing serta menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu:

paiam melaksanakan unasnva setap pimpinan satuan oraanisasi wajib menerapkan prinsip
Koorainas:. Intearas:. SIMDUTIKast aan sinkronisas: secara vertikal dan horizontal baik dalam
IngKungan masing-masing maupun antar unit oraanisast iain vana sesuai denaan tuaasnva:

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan oraanisasi gan pawan aioian aan diperaunakan
sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Kepiaksanaan lepin ianiut.

Pasal 15

Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada
Sekretaris atau Kepala Bidana sesuai denaan linakup tuaasnva. selaniutnva Sekretaris atau Kepala

Bidang menyusun leporan terseput untuk aisampaikan tepat wakiu Kepaaa Kebala uvinas sepaaqat
bahan laporan kepada Walikota;



(2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan disampaikan pula kepada satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB X
KEPEGAWAIAN
Pasal 16

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian serta para pejabat
fungsional di lingkungan Dinas Daerah dianakat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul

Sekretaris Daerah berdasarkan perumpanaan Bagan rerumbangan Japatan aan Kepanakaran
(Baperjakat) Kota Palangka Raya ;

(2) Kepala Dinas Eselon Il.b, Sekretaris Eselon lll.a, Kepala Bidang Eselon lil.b dan Kepala Sub
Bagian dan Kepala Seksi Eselon [V.a ;

(3) Pejabat lainnya dilingkungan Dinas Daerah dianakat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i4) Pembinaan kepeaawaian diiinakunaan Dinas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;

(o) Banwa dalam seuap pengangkatan dan penempatan jabatan struktural harus sesual dengan
bidang keahlian dan kemampuan.

BAB Xi
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Penataan organisasi perangkat daerah termasuk pengisian personil dan pelaksanaan tugas berdasarkan
Peraturan Daerah ini harus dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan

Daerah ini diundangkan.

BAB Xii
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya termasuk
rincian tugas pokok dan fungsi akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun
2007 tentang Pembentukan Susunan Oraanisasi dan Tata Keria Dinas Penaelola Keuanaan dan Aset
Daerah sebagaimana telah diubah denaan reraturan Daeran Kota faianaka Kava NoOmor 19y 1anun
2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan waeran nota Paianaka Kava Nomor 12 1anun 2007
tentana Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palanagka Rava. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pé_sal 20
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pjdatanggal 24 Juni 2011

IKOTA PALANGKA RAYA,

H.M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 24 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, |

_Fl—'—'

4

Ir. SANIJAN, CES
Pembina Utama Madya
NIP. 19590101 198903 1 014

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2011 NOMOR 07




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 07 TAHUN 2011

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH

KOTA PALANGKA RAYA

UMUM

Dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Paiak Daerah dan Retribusi Daerah vana pada intinva menaatur tentang jenis-jenis pajak dan
retripus! gaeran vana aapat aipunaut sepaaal sumber pengapatan daerah dan Peraturan Menteri
Ualam Neaen NOmoOr 56 lanun 2U1U tentana Perupanan Atas Peraturan Menteri Dalam Neger
Nomor 57 Tahun 2007 tentana Fetuniuk eknis Fenataan uraanisasi Feranakat vaeran vang secaia
khusus mengatur tentang penampanan Tunast kewenanaan tH i B Dadi aaeran. maka aiputunkan
perangkat daerah yang secara Knusus menangani Tungs! aimaksua agar aapat aliaksanakan secara

optimal.

Dinas Pendapatan secara teknis operasional tugas pokok dan fungsinya berperan menggali
potensi-potensi pendapatan daerah vana sah sesual denaan peraturan vand beriaku aan merubakan
pemekaran dari Dinas Pengelola Keuanaan aan Aset vaeran Kota ralanaka Kava vang selama ini
selain menanaani funasi pendapatan iuga menandani Tunasl lain yaitu pengeiotaan aaministrasi
Keuangan gan penatausanaan aset gaeran aimana ternvata penggabungan kedua fungsi diatas
galam pelaksanaannva sepaaal motor benaapatan daeran Kurang optimal karena luasan kewenangan
tidak sesuai dengan struktur yang menangani yakni hanya setingkat nomenklatur Bidana eseion Li1.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentana Oraanisasi Peranakat Daerah,
funasi pendanatan termasuk dalam rumpun dinas pada bidana penaelolaan keuangan, pendapatan
gan aset daeran: hamun abiikasinva sesuai Hurur T anaka 3 sub huruf ¢ dapat disesuaikan dengan
Karakteristik, Keputunan, kemampuan, potensi daeran dan beban Kerja perangkat daerah yang
diimbangi pula dengan prinsip keseimbangan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan
operasionainya.

rempentukan uinas ini udakian semata-mata aipanaang sebagai pelebaran kuantitas perangkat
aaeran namun harus ditinat aar sisi runasional dan manraat banwa SKPD ini mampu berperan secara
penun Derkonsentrasi Untuk peningkatan pencaapatan daeran yang sudah barang tentu dibarengi
dengan penempatan SDM yang handal dan memiliki kompetensi teknis yang memadai.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pembentukar: Dinas Pendapatan sesuai denaan ketentuan Huruf C angka 4 sub huruf d
Feraturan menteri baiam Nedgeri Nomor 5/ 1anun Zuu/ vang menyatakan bahwa khusus bidang
penqaapatan, pengetoiaan aan aset dapat dikempangkan sesuai prinsip-prinsip organisasi (fungsi

lini dan fungsi staf) yaitu fungsi pendapatan menjadi Dinas Pendapatan dan funasi penaelola
keuangan dan aset menjadi Bagian Keuangan dan Bagian Perienakapan.



Pembentukan SKPD ini bertuiuan aaar dalam pelaksanaan tugas bidang penerimaan dan

pengapatan aaeran aarl sumper-sumper vana sah dapat dikelola dan dilaksanakan dengan
rerkonsentrasi aan inens aalam skaia kewenangan daerah yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk apabila memang sangat dibutuhkan dalam menangani
tugas tertentu yang tidak tertangani oleh Dinas dan merupakan elemen internal dalam upaya
peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah.

Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para peegang jabatan dan pemangku
kepentingan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan funasi-fungsi pemerintahan daerah
sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “simplifikasi” adalah penyedernanaan penataan organisast perangkat
daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional

Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Kapasitas mewakili dalam hal ini adalah bahwa dalam pengambilan keputusan yang bersifat
sangat prinsip harus tetap dikoordinasikan dengan pimpinan.

Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

ayat (5)

Yana dimaksud dengan “keahlian” disini adalah pengangkatan PNS dalam jabatan struktural
berdasarkan persyaratan kesesuaian dengan latar belakang pendidikan formal.
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Yang dimaksud dengan “Kemampuan® disini adalah pengangkatan PNS dalam jabatan
struktural berdasarkan pengalaman kerja dan pendidikan non formal.

Pasal 17/

Adanya Ketentuan Peralihan dimaksudkan agar tidak terjadi stagnasi kewenangan dan tugas
dalam masa transisi/peralihan dari struktur lama kepada struktur baru hingga pelayanan kepada

masyarakat tetap dapat berjalan.

Pasal 18

Untuk rincian tugas pokok dan fungsi dan uraian tugas iapatan Strukiural akan agitetapkan
melalui Peraturan Walikota Palangka Rava setelan reraiuran uvaeran aitetapkan aan
diberlakukan setelah pejabat strukturalnya telah definitif.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2011 NOMOR 03
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